
KOMISI PEMILI HAN UMUM 

PROVINSI KALI MANTAN TIMUR 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR IO2 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR I TAHUN 

2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT 

PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA 

PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN 

BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Repubhik Indonesia Nomor 

428/SDM.09-SP/04/04/2025 pada tanggal 21 Juli 

2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhammad 

Samsul Kadir, S.STP. melaksanakan tugas sebagai 

Pelaksana Tugas (Pit.) Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur terhitung mulai 

tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya 

pejabat definitif ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor I Tahun 2025 tentang 

Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Pembuat 

Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan 



Mengingat 

Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf 

Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

I. 
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